
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 59 TAHUN 2002  

TENTANG 

OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan usaha dalam 

rangka peningkatan pelayanan di bidang penyaluran uang 

pinjaman kepada masyarakat, Perusahaan Umum (PERUM) 

Pegadaian memerlukan dana yang lebih besar; 

  b. bahwa untuk memenuhi kebutuhaan dana tersebut, 

dipandang perlu untuk menghimpun dana dari masyarakat 

melalui penerbitan obligasi; 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, penerbitan obligasi 

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3732); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang 

Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 


